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~ Kata Pengantar

Sudah sejak lama, seorang yang ditugasi untuk mengajar-
kan mata kuliah Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan
Tanah (PRPT); Perkembangan Hukum Agraria; Hukum Agraria ll;
Kapita Selekta Hukum Agraria dan Hukum Agraria Lanjutan,
pendek kata apa pun namanya yang berkaitan Tata Guna
Tanah/Ruang, “merasakan adanya kekosongan dalam buku
pegangan” untuk mahasiswa yang ditulis dalam bahasa Indo-
nesia. Buku yang benar-benar dibuat untuk menitikberatkan
pembicaraan dan pembahasan khusus mengenai penataan
ruang dan penatagunaan tanah sepanjang pengetahuan saya,
sampai sekarang ini tidak ada.

Buku yang sekarang ada di tangan para pembaca meru-
pakan suatu percobaan ke arah pemenuhan kebutuhan itu.
Saya kira banyak Fakultas Hukum yang sudah memberikan
pendalaman materi di bidang Hukum Agraria, namun begitu
tiba pada pembahasan mengenai Penataan Ruang/Tanah,
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dirasakan sulit menemukan buku pegangan yang mater; o .!;
nya khusus membahas masalah itu.

Buku yang saya susun ini, kecuali diusahakan untuk
memberikan informasi mengenai hal-hal yang bersifat karak-
teristik bagi suatu buku di bidang disiplin ilmu hukum, juga
membicarakan hal-hal lain yang cenderung bersifat teknis:
lingkungan hidup yang berkaitan dengan Penataan Ruang,
dengan harapan akan menambah wawasan berpikir para

pembacanya yang hidup di tengah-tengah perkembangan
zaman dewasa ini. y

Sesungguhnya yang menjadi sumber utama buku
adalah diklat tentang Penataan
Tanah (PRPT)
kalangan maha
dian ditambah

1.

Ruang dan Penatagunaan
yang dibuat penulis sendiri dan beredar di
siswa pada beberapa perguruan tinggi, kemu-
dengan sumber [ajn yang berasal dari buku;
Hukum Agrariq Indon
2005 (Prof, Boedi Har

esia, Jilid | Hukum Tanah, Edisi Revisi
Sono); 9
Undang—Undang No.26Tahy
Ruang Terbukg
(diterbilkan Di
tahun 2006);

n2007 tentang Penataan Ruang;‘
Hijau sebagg

. i Unsur Utama Tata Ruang Ko_td_
tien Penatas

N Ruang Dep. Pekerjaan U.muf':ﬂl :
Peran sen- i ;
Terbukg H;anj"(:ya’f?kat dalam Penataan Ruang dan Ruang
1999), rbitan Dings Tat, Kota PEMDA DKI tahun

Kons()ﬁda .
SiTa .
Tenah, gy, r;ah Verbitan

irek ' B :
N Pertan, torat Pengaturan Penguasa i

Penulis e N Nasional tahun 1991), 3
kEkU[an an

nyadari S
5

Nya k ' danya
hal yar Ya kemungkinan adanya

9 tidak memadai galam buku ini

KATA vii
PENGANTAR

dan komentar dalam

i kritik, saran, :
Maka diharapkan sekali kritik, s buky ini sesual

rangka perbaikan dan penyempurnaan
dengan yang dikehendaki.

Jakarta, 7 Januari 2008
Hasni, S.H.. MH.
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Kata Pengantar
~_ Edisi Kedua

Syukur Alhamdulillah bahwa dalam waktu yang relatif
singkat Buku Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah telah
mengalami cetak ulang dalam bentuk Edisi Kedua. Hal ini
membuktikan bahwa buku ini diperlukan oleh kalangan pema-
kainya terutama di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan
para pemerhati di bidang Hukum Agraria dan Hukum Lingkungan
yang terkait dengan masalah Penataan Ruang dan Penatagunaan
Tanah.

Pada Edisi Kedua ini selain memperbaiki dan menyempurna-
kan isi cetakan/edisi pertama juga dilengkapi dengan beberapa
tambahan yang berkaitan dengan adanya perundang-undangan
baru di bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup seperti
misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional.

Uraian yang berkaitan dengan undang-undang dan
Peraturan Pemerintah tersebut di atas dapat dipastikan sangat
penting karena mempunyai pengaruh besar terhadap Penataan
Ruang dan Penatagunaan Tanah.
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perlu ditegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada mpy
sug

k menampung semua perundangan baru yang berkﬁ
4 \dn

untu
dalam buku ini akan tetap secara sel

dengan Penataan Ruang,
dipilih ketentuan perundangan yang langsung bErpengé g
terhadap dinamika kebijakan Penataan Ruang di Indonesja Y

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kar"-
sampaikan kepada teman-teman sejawat pengajar tErutanT
kepada Ketua Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Huky a
Universitas Trisakti, Prof. Boedi Harsono, dan kepada para Asister;,]1
pengajar Hukum Penataan Ruang, Sdr. Meta Indah Budhiantj, § H |
MH, dan Sdr. Mety Soletri, S.H, M.Kn. atas segala bantuan,;y; "8

Kritik dan saran demi perbaikan sangat dinantikan dan
dihargai. "

Jakarta, 22 Juni 2010
Hasni, S.H., M.H. =
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atas bantuannya berupa data-data/bahan terbitan Daftar |Si

instansi tersebut yang diberikan kepada penulis, T
Semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperolg}

h
imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.
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Hasni, S.H., M.H., yang lahir di Jakarta, 14 Juli 1947,
menyelesaikan S1 jurusan Pidana Fakultas Hukum UNIKA
ATMAJAYA Jakarta (1971), S1 Jurusan Perdata diselesaikannya
tahun 1974 di UNKRIS. Sedangkan, Magister Hukumnya di

Program Pascasarjana Bidang llmu Hukum (Program Kekhususan
Hukum Ekonomi)di Universitas Indonesia.

Saat ini beliau merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Uni-
versitas Trisakti, Jakarta untuk mata kuliah Hukum Agraria, Filsafat
Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Penatagunaan Tanah/
Ruang, dan Pengantar Hukum Indonesia. Juga dosen di beberapa

fakultas hukum antara lain di Universitas Trisakti, UNKRIS, UNTAR,
dan Sekolah Tinggu Hukum Militer.

Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pusat
Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Sebe-
lumnya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Tim Peneliti
Bidang Pertanahan (kerja sama BPN dan FH Usakti), Ketua Tim
Peneliti Bidang HAM (kerja sama Litbang HAM Departemen
Hukum dan HAM dengan Fakultas Hukum Usakti), menjabat

Pudek | FH Trisakti (1977-2005). Pangkat akademis terakhirnya
adalah Lektor Kepala/IVc sejak 1996. '
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